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Abstract

After five decodes of implerenting regalobiens on the construchion of plaoces of worship, the
defnrtes surroundivg the policy have rever carsad. The reguietion has encountered rellyions
erifities fn the form of adminisoradve burdens theough varfons requirentents fmposed o
theit b limie Hhe constriction of places of warship, This research aims b examine the ariging
of the burdens comtained in the repelation, somely et Regeletion of the Mivister of
Religion amd the Minister of Home Affairs & 902005 with on emphasis or wiy Hhese
e ministrative requirements exst and contimie to et foday, By follewing process-tracing
mathods, this research fornd that sy administretive burden exivted and continues to exist
due b past disputes between Muslines and Christions which were brggered by Chestian
mrissfonry activities which culminated in mttocks on chere bes (n severol arees Thiz ras been
traumatic for both partles and sparied persistent suspicion befween the twe groups. This
reseqrch  proposes  that  this phenomenon con be called “Iestitwtionolizetion  of
adminiretive hurden” whick iz« form of behovior based on rovmatic feelings it the
state legitimizes dwe bo past conflicts. Some indications institutloralizing these burdens
result in negative beievior patieras, which means the govermment deeds 1o consider
chianging or rprowng the reguwa o carefuliy.

Keywaords: Burden Insttationalization, Adminisiracive Surden, Process-trecing, Houses of
Werrship, Religious Poficy

Abstrak
Sctelah lima dekade pemberlakukan regulasi pembangunon rumah ibadat, perdebatan
mengenai kebijakan tersebut fidak pemah berhenti karena acaphkali menimbualkan konflik
sozial dalam pengimplementasiannya Regulasi tersebut menjumpal entitas keagammsan
dalam bentuk “beban administrati™ melalul berbagal persyaratan yang ditanggungkan
kepada mereka dengan tujuan untuk membatasi pembangunan rumah badat. Penelitian
ini bertujuan @ btek mengkaji asal muasal beban-beban vang terdapat dalam peraturan
tersebut yaltu Peraturan Bersama Menterl Agama dan Menteri Dalam Negeri 8 & 972006,
dengan penekanan poda mengapa persyaratan administratif tersebut ada dan tetap ada
hingga saat inl. Dengan mengikat kaidah process-trecing, penelitian inl mensmiikan
bahwa beban administratif tersebut ada dan terus ada akibat pertikaian masa lalu antara
umat Islam dan Krsten yang dipicu oleh kegistan misionarvis Kristen wang mencapai
puncaknya pada peristiwa penwverangan geraja di beberapa wilayah, Hal ini telah
menimbulkan trauma bagi kedua bedah pibak dan memio keurigsan vang terus-
menerus di antara kedua kelompok,  Penelitian ini mengusullan bahwea fenomens
tersebut dapat disebut sebagal "pelembagaan beban sdministratf™ yang merupakan
bentuk perifaku yang dilandaskan pada perasaan tranmatis yang dilegitimasi oleh negara
aklbat kenflik masa lalu Adanya indikasi bahawa pelembagaan beban administratf ini
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menghasilkan pola perilabuvang negatifmembeat pemerintah perlo mempertimbangian
secarid matang perubahan atan penyempurnaan regulagl inl

Hata-kata kumci: Pelembagaan Beban Administratif, Beban Administratif Process-
rracing. Rumah [hadar, Kebifakan Keagamaan.

1. Pendahuluan

Setefah lebih dari lima dekade pemberfakukan regadasi pendirian rumah fbaddat,
perdehatan mengenai kebijakan tersebut sealkan tidak berhentic Sejak awal masa Orde Baru,
pemarintah mengontrod pembangunan rumah-rumah ibadat melalui Surat Eepotusan Bersama
Kementerian Agama dan Kementerlan Dalam Negeri Nomor O01/BER/MDN-MAG 1969 [SKE
1969) karena dianggap berpotensi menjadi sumber ketegangan sosial antarumat beragama
(Crouch, 2007). Kemudian, dengan marakioya sevangan dan penutupan terhadap gereja pada
pertengaban 2005, muocul tuntutan dari masyorakat agar pemerintal merevisi SKB 1969
(Guitem, 2004). Untuk memenuhi tﬁkanan torsebut, pemerintahan Presiden Ywdboyono
merevisl peraturan tersebut menjadi Peraturan Bersama Menter] Agama dan Menter Dalam
Meger B & 9/2006 atauw 'BM 2006 (Repl, Z017). [ronksnya, perubahan peraturan tersebut
sering menjadi pemantik ketegangan bara di alsar mem pat,

Belakangan inl, efektvitas PEM 2006 dalam menjaga perdamalan lntas agama kemball
dipertanyakan, dibuktikan dengan munculnga funtutan wntuk merevisi bahkan mencabut
reguiast ing (BBC News Indonesta, 2021, 2023, Tuntutan inl dipicu oleh berbagal konfhk
berkaitan dengan rumah ibadat vang tecjadi di akar rumput. Studi vang dilakukan Setara
Institute, misalnya, menunjukkan behwa pada 2007-2018, terdapat 199 percja vang
mengalami ganpruan dalam bentuk penyepelan atau intimid asi dar warga sekitar [BAC News
Indonesia, 2019). Rumah ibadat lainnya, seperti masjid, pura, vihara, klenteng, sinagoga, dan
aliran kepercayaan pun tdak luput dari konflk.
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Gambar 1. Gangguan Keagamaan di Indonesia (2007 -2008) (Sumber BEC News Indonesia, 20197
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Eealitas (ni mengindikasikan dua hal. Pertamre, terdapat perjalanan yang panjang
dalam perkembangan regulasi pendirian rumah ibadat, vaitu sejak 1965 hingga saat ind, yang
memperlihatan adaya dinamika “stagnansi dan perubaban® (stess aod change] kebijakan
tersebut beserta dengan perdebatan ide di dalaminya, Kedua, terdapat indikasi kegagalan dalam
implementasi (implementotion faire] peraturan inl sebab peraturan tersebut acapkal
digunakian oleh kelompok agama mayoritas untuk melegitimasl tindakan intoleran mercka
terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain, kebijakan ind memicu perdebatan ideclogs
yang tada henti serta membuka roang ketegangan hubungan antara kelompok mayoritas-
minoritas. Berdasarkan pada kenyataan ink dapat dikatakan bahwa PEM 2006 memiliki natur
yang ambipu, di mana kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban
sosial justru relah memicu ketegangan sosial baru di dakar kehid opan angarmat beragama

Permasalaban utama mengaps rumah ibadat seringkali mengalami gangguan - adalah
karena tidak adanya kin Mendivikan Bangunan ataw IMEB [ Batubara, 20237, di mana IMB hanya
dapat diberikan {ika memenuhl persyaratan administras| yang tercantum dalam Pasal 14 PME
2006, Pada Pasal 14 ayat (2], disehutkan bahwa pendirlan rumah ibadat hairus melalul proses
pemanuhan persyaratan kBhusus yang hanys dibebankan kepada mereka yang hendak
mendirikan munah ibadat, vatu:

“[1} daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengpuna rumah ibadat paling sedikic 90
(semhilan pulul} orang yang disabkan olel pejabat serempat sessai dengan tingkat
batas wilayah ..; [2] dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 [enam puluh)
orang yang disahkan obeh Lurah/Kepala Desa; {3) rekomendasi tertulis Kepala Kantor
Departemen Ayama Kabupaten/Kota, dan (4] rekomendasi tertulis Forum Kemakunan
Umat Beragama Kabupaten/Kota® (Sairin, 2023, hlm. 23]

Aclanya persyaratan yang unik terhadap entitas keagamaan yang hendal mendirikan
rumal ibadat inl menarnk untuk dicermatl, apalagl dengan mengingat realitas bahwa
pembebanan persyaratan tersebut telah berlangsung dalam durasi vang panjang 55 tahun].
Selain itw, peraturan pendirian rumah (hadat juga telah mebewari dua era rezim pemerintahan,
raity Orde Baru dan Reformas, schingeas memungkinkan untuk dianalisiz secara komparatif
dalam periode yang sama Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat membarikan
kentribusi bagl keberlanjuian dan perubaban PEM 2006, Oleh karena i, penelitian ini
bertujuan untuk memikirkan kembali hakikat peraturan pembangunan tempat ibadat di
Indanesia dengan memberi penekanan pada mengapa persyaratan khusus tersebut harss dan
terus ada, faktor apa vang membentubnya serta membuatnya bertahan sehingga bertahan
dalam jangha waktu vang cukup lama.

Demi mencapai tujuan tersebur, secara teoredls penelitian ind mengasumsikan bahwa

fenomena persvaratan khusus vang tercantum dolam Pasal 14 ayar (2) PBM 2006 schagai
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"heban administratif® (ododnistragve beeden). Beban administratif dapat dicermati darl dua
perspektif, valtu sebaga pengalaman individe dan tndakan negarva (Baekpaard & Tankink,
2022). Sebapgai suaty pesgofenar, Burden dkk [2012) sang mempelopor  konsep ini
mendefinisikan beban odministratif sebagai pengaleman individe yeng berat atas implementasi
kebipakan, Kemuodian, Moynihan dik [2015] mengembangkan definisi “pengalaman yang
berat” tersebut sebagal "biaya-blaya® yvang terdird atas biaya pembelajaran, blaya psikolegis,
dan biaya kepatuban yang ditanggung oleh individu ketika berinteraksi dengan pemerintah.
Drengan kata lain, beban administratif adalah pengalaman individo atas natur implementas
kebijakan vang memberatkan dalam bentuk biava pembelzjaran, biaya psikologis, dan biaya
kepatuhan.

Bigya pemibelofaray tmbud akibat ketidakmahusan terhadap ateran dan prosedor
administratil untuk memperoleh pelayasan publik tertentu dari pemerintab. Hal ini nysta
dalam banyak kasus pengurusan hal yang bersifat administratif, seperti o sdministrasi
kependudukan [Poernomo & Mursyidah, 2023] dan Surat Lzin Mengemudi [(Fatimah & Radjikan
201%; lgbal dkl 2020). Siave psikologis berkaftan dengan ketidaknyamanan mental saat
berinteraksi dengan negara, salah satunya frustasi akibat pelayanan administratit yang
cenderung lama dan tanpa kepastlan (Yanuariza & MNovitaningtyas, 20218 Sementara. bigya
wepaiufrn merupakan wakiu dan upaya yang diperlukan untuk mematuhi peraturan dan
persvaratan adminsorarlf ketika berinteraksi dengan negara, di mana hal tersebur dapat
berimplikas pads terkendal alay tidaknys seseorang dalam menjalani proses administrasi
{ Trivansari & Santosg, 2015),

Sementara itu, sebagail suatu fedokon, fokus konseptualisasi beban administratif
bergeser darl Individu kepada beban i sendird. Helonrich [2018), misalnga, memahami heban
administratil sebagal waivian-tunduton beral vang dikenakan olel megara kepada entitas
dalam interaksi mereks dengan pemerintah. Definis ind memandang beban administratif
sebagai "alat” yang merupakan hasil keputusan yang diambil secara sadar melalui jalur politk
untuk menjunjung tinggl nilal-nilal polick yang penting serta memajukan agenda ideolopis
tertentu, meski aktor politik yang mengambil kepatusan tersebut mungkin tidak menyvadar
konsekuensinya (Herd dikk., 2023). Lebih fauh lagi, fresa “policvmaking by other means”
(Moynihandkk, 2016] vang telah "jarpon” semakin memperkoat aspek kesergoiaan dari beban
administratif [Madsen dikl., 2022, Dengan kata lain, tujwan utama suat kebijakan tertenty
bersifat  ekskluglf,  yaltw  bertwoan  entuk mengecealiban  entitas zoswl  tertentu.
Konsekuensinya, beban administranil melanggenghan kesenfangan sosial dengan memberi
dampak lebih besar terhadap entitas tertentu dibandingkan entitas lainnya, Pada umumnya,
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kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok minorigas,
cendarung menghadapl dan mengalami lebil banyak beban administeatF karena mempunyal
sumber daya wang lebil sedikin wntuk mengelols dan mengatasi beban vang  dialami
(Christensen dkk., 20207,

Pemelitian im dipandu oleh perspekiif yang kedua (meski tidak menghilangkan
pengertian atas perspektif pertama), vaitu beban administratif sebagal alat politik yang
digunakan oleh pemerintah untuk secara sengaja membatasi hak-hak entitas sozial tertentu
yang menjadi sasarannya. Penelitian ini mengakui sifat eksklusif dan kesengajaan dam beban
administratif. sehingga peneliti dapat dengan lebih mudah untuk memahaml poradoks
mengapa beban administratif tetap ada meskipun terdapat keinginan luas darl plhak yang
terdampak untuk menghilangkannya. Perspektl ini relevan untuk mengamati fenomena
persyaratan khusus PEM 2006 vang tetap ada hingga hari ini meski telah mem bebani banyak
entitas keagamaan i dalam mendirilan rumah ibadat mereka.

Berbagai penelitian  telah  didedikasikan  untuk menghkaji PBM 2006  dengan
mengpunzkan berbagal perspektif, sepeartl peruhahan kebljakan [Croach, 2007, implementasl
kebijakan [(Crouwch, 2010}, manajemen konflik [Saprilkah, 2017), kebebasan beragama [Arifin
dik. 2021), dan teslegl {Intan, 2022). Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian inl
hendak menggali PBM 2006 secara historis dengan mengasumsikan balwa persyaratan khusus
tersebut sebagal beban admmistratil. Melahul perspekif inl, penelitan inl dibarapkan
setidaknya dapat memberikon dus kontribusi secara akademis berupa; (1] kebarvan Ji dalam
studi kebijakan dengan menjadikan faktor politis-temporal dan pekembangan suaty kebijakan
sebagai fokus amatan, dan [2) kebaruan di datam studi PEM 2006 dengan mengusulkan beban

administyatif sebagal lensa apalislsnya

2. Metode

Penclitian ini mengikufi kaidah-kaidah process-tracing (penclusuran proses| yang
dikembangkan oleh Beach dan Pederson {201%] untuk menelusuri mekanisme kaugal dan
bagaimana mekanizme ersebut terjadi dalam kasus aktual vang berdampak pada kebijakan,
Pendekatan ini tergolong pendekatan kuakitatif yang dapat menjelaskan aspek historis suato
fenomena kebijakan (Putra & Sanosl, 2009), terutama mengenai bagaimana suatu kebijakan
berlenjut [pelicy stasis] atau bertransformasl [pelicy choange], dengen asumsl bahwa ada
mekanlsme kausal melalul penalaran ssjarah [Likat Gambar 2], Lebih Ehusws pada masalah
penelitian vang diangkat, masalah pendivian mnemah hadat sebenamya sudab disur dalam
kehijakan, Pemerintah telab memberikan ruang pada setiap kegioton keagamaan dapat

114




TRAP [Jurnal Peneditiin Adminiarst Publik] Yol & ba 2
E-1558 E460-1536

berjalan seswal dengan Undang-Undang Dasar.

Fergumpulan data dilakukan dengan mengpunakan desk reseorch yvang bersurber
dari buky dan arvikel Homiah erkaic dengan regolasi pendirian ramakb ibadat & Indonesia, dan
dapat berupa dokumien kebijakan dan instrtusi terkait, historiografi regulasi tersebut, laporan
penelitian lapangan, statistik deskriphif, serta pendapat para ahli. Proses analiss data dilakukan
dalam dua tahap: (1) pengefompokkan dan penyajfian data terkalt perjalanan PEM 2006 secara
deskriptif-kronclogis (kisteriografi); dan (2] mengarmati dan mengambil kesimpalan mengenai
ada atau tidaknya kemungkingn mekanisme kausal yang masuk akal dengan merefelsikan

data vang diamati secara kreatif,

Gambar 2. Model Mekanisme Kausal dalam Process-Traciig (Sumber: Beach & Pederson, 2009)

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengurmpilan dan analizis data yang mengikun kaidah-kaidah process-
tracimy dapat dibasilkan model mekanisme kausal seperti yang divisualisasikan pada Gambar
3. Gambar di bawah ini memperlihatkan dua Kategori besar, vaite sebab dan ekibat yvang
berialan dalam satu lintasan waktu, Simpulan mengenal mekanisme sebab-akibat rersebut
dihasilkan darl proses penelusuran sejarah dan penarthan keshmpulan setelah mengama pola-
pola tersebut. Pada bagian Ini, pertama-tama, penelitl menjabarkan histoviografi PEM 2006
yang terdin dart delapan bagian beserta fenomena empiris vang menyeriaings (subbab 31}
Selanjutnya, peneliti menjelaskan model mekanisme kausal tersebut yang berakhir pada
kesimpulan bahwa terdapat "pelembagaan beban administratif®™ wang terjadl akibat kondlik
Islam-Kristen di masa lalu (subhab 3.2}
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Gambar 3. Madel Mekanisme Kapsal Pelembagaan PEM 2006 sebagai Behan Administratif
{Sumber: elaborash penuls)

3.1, Historiograli PEM 2006
a. Bagian 1-4: Perdebatan Seputar SKB 1969

PEBM Z006 dikembangkan sehagai jawaban atas tuntutan revisi SEB 1969 5KR 1969
disahlkan oleh Menter]l Dalam Megerl dan Menterd Agama saat i, Amir Machmud dan K.H.
Mohammad Dahlan, pada tanggal 13 Septembar 1969, Persturan tersebut diberlakulan pada
masa Omle Baru, masza ketika pemerin@h memiliki konerol - kegat terhadap agama
Pembertabuan regulasl inl dilakukan setelah meluasnya kasus konversi ke agama Kristen pada
tahun 1945-196& dan aktvitas misionaris Ernsten di komunitas Moslim (Hetner, 2003, Hal Ini
menimbulkan ketegangan antara wimat Blam dan Koisten yang puncakiova tevjadi pada
penyverangan terhadap sebush gereja di Mewlaboh, Aceh pada Juli 1967 [Mujiburrabhman,
2006). Hal ind disusul dengan penyerangan terhadap sebuah gereja di Makassar empat bulan
kemudian dan penghancuran sebuah gereja di Slipl, lakarta, pada taban 1969 (Ropl, 2017

Letelah peristiva tersebut, Maojiburrahman [2006) mencatat bahwra insiden tersebut
memicy perdebatan sengit o parlemen antara angepota parlemen Kristen, Johannes CT,
Simorangkir, dan anggota parfemen Muskim, Lukman Harun, Simorangkir meminta agar
pemerintah mengusut kejadian tersebut, sementara Harun menanggapl tajam peridntaan
stmorangkic dengan mendesak pemerintab segers mengambil dndakan untok membatas
kegiatan misionaris asing dan bantuan asing ke gereja-gersia di Indonesia karena insiden
tersabut dipahami sebagm puncak dari kekecewaan terhadap aktivitas misionaris Kristen yang
agresif di wilayah mayeritas Muslim. Sebagal buah darl perdebatan tersebut. pemerintzb
menutuskan untuk mengelola dan mengabur dua prakrik keagamaan penting vang sempat
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menjadi su kontroversial antara umat Islam dan Kristen, yvaitu dabwal dan pembangusnan
rumakh ibadat [Mujiburrahman, 2006). Dengan dersikian, dapat dikataban bahwa peiserintah
mendukung wsulan darl Lukman Harun yang mewakili suari amat Isbam.

SKB 1969 mendapat perfawanan dari pemimpin agama Kristen, Pada tanggal 10
Ofitober 1969, DG [Dewan Gerspa-Gereja di Indenesia] mewakili gereja Protestan, dan MAWI
i Majelis Agung Wali Gerefa Indonesia) mewakill gerefa Katollk mengeluarkan nota bersan
yang menalak peraturan tersebut (Sairin, 2023}, Argumen utama dari memorandum tersebut
adalah 5KE 1969 membatas kebeboasan beragoma, dalam hal ini kebathasan untuk membangun
rumah (badat, sebab untuk membangun suatu rumah (badat diperlukan persetujuan terlebil
dahulu darl entitas masyarakat latnnya:

"Bahkan, ketentuan-ketentuan dalam Eeputusan Bersama ind memberi kesan kepada
lkami, bahwa pelaksanaan sesuatu hak asas manusia oleh sesuatu golengan dapat
difadikan rergantung pada keinginan atau pendage golongan vamg lain, hal mana puela
dapat membuka kemungkinan bag pengadudombaan antaras golongen” [Sairin, 2023,
hilm, 44

Eomentar DGI-MAWI inl menyinggung Pasal 4 SKB 1969 vang memberilan
kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pelarangan pembangunan rumah ibadatbary
kecuall mendapat zin darl Gubernur atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk. Sebelum
memberikan izin, Gubernur ataw pejabot di bawahnya barus mempertimbangkan tiga Faktor
beribut: *[1) pendapat Bepala Perwalkilan Departemen Apama setempat: (2] planodogl; dam [3]
kondiz) dan keadasan setempar” (Sairin 2023, 41). Selain ibg, pejabat wang berwenang dapat
berkonsultasi dengan  pemimpin dan organisasi  keagamaan setempat jika  diperlukan,
Meskipun umat kristiani tidak menyetujul aturan ini dengan dalil kebebasan beragama,
pemerintazh percaya bahwa pembatasan inl diperdukan untuk menjaga “keamanan dan
ketertiban umum” {Pazal 1),

Pada akhiroya, SKB 1969 berlaku selama 37 tahun dan pada periode tersebut terjadi
konflik antarumat agama yang disebabkan oleh rumah ibadat, Menurut studi yang dikerjakan
oleh. Crouch [ 2007]) hampir 1O gerefa di Indonesia mengalami kerusalian ataw vandalisme
selmma era SKE 1984 (lihat Gambar 4. Menaribnga, statistik menunjukkan babhwa dalam
sepulub tahun pertama demokrasi, terdapat lebih banyak serangan terhadap gerefa dan
hambatan untul mendapatian izin dibandinghkan selama tiga pulub tahun masa Orde Bare
(1966~ 1998). Realitas ini menunjukkan sebuah ironi, di mana repulasi yang seharusnya
bertujuan untuk menfaga "ketertiban kemasyarakatan® malahan kerap dijadikan alasan oleh
entitas keagamaan tertentu untuk mencegal pendirian rumah ibadat bano di wilayah mereka.
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Gambar 4. Tindaban Pengrusaban Gereja Sebelum dan Selama Pemberlabnn SKE 1969
{ Swmdrer: Crowch 20407, 2010)

b, Bagian 5-8; Perdebatan Seputar PEM 2006

Akibat meluasnya penyerangan dan penutupan gereja, masyarakat yang tidak puas—
Ehuswsnya para pemimpin gereja—menuntut pemerintah melakukan peninjauan ulang atas
SKEB 1949 pada pertengahan 2005 [Guitcm, 2006]. Selain Itu, darl sedut pandang yaridis,
bentuk peraturannya sendirl, valbu Surat Keputusan Bersama Menterl, tidak sesual dengan
peraturan perundang-undangan bary pascay Beformash, yaity U Moo 102004 vang tidak
mengenal Bstilah Surat Keputusan Monteri dan UL Ne, 320 2004 yang memberikan kewenangan
manajerial vamg luas kepada setiap pemerintah daerih, termasuk tanggung jawab menjaga
kerukunan wat beragama di daerahnya masing-masing [Daulay, 20406). Merespons tuntutan
tersebut, Presiden Yudhoyeno meaminta Menterl Agama kalaitu, Mubamoad M. Bagvunl, untuk
mengkaji ulang SKE 1969 (Bush, 20151, Hal ini berujung pada lahirnga “Usulan Regulasi™ pada
bulan Oktoler 2005 [Creuch, 2007 yang menimbulkan pro dan kontra.

Pendukung utama Usulan Regulase inl adalah MUL {Majelis Ulama Indonessa), FES
(Partal Keadilan Sejahteral. dan Mubammadiyak, bersama deppan organisasi Bslam Binnya
yang pernah mengakui atau disalahkan atas penyerangan dan penutopan gereja di masa laly,
seperti FI' [Front Pembela lslam] [Crowch, 20013 ], Arpumentasi utama para pendukung revisi
peraturan Ind adalah pengatwran rumah badat diperlekan wntek mencegah konflik dan
persalmgan 4l antara umat beragarma—dengan kota lodn, deml kervbunan  antaramat
beragama—dengan cara membarasi pertumbuhan rumab ibadar Menurut Crouch [2007],
argumen-argurnen ind berasal dard ketakutan vang terus-menerus terhadap Kristenlsasl sejak
ert kolonlal [bdb Arifianto, 2009), vang dipice oleh gapasan balvwea umat Eristen mempunyal
mcalal wnfik memlsingun gereja dalam jumlah vang ddak rerbats,

Sebalibnya, Usulan Regulasi ind ditentang terutama oleh umat kristiani, yang diwakili
aleh PGl dan KW [(Konferensi Wali Gereja Indonest ], kelompok minoritas lainnya, seperti
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Ahradivaly dan mineritas Islam di Ball dan Musa Tenggara Timuwr, dan organlsas] hak asasi
manusia Penyebakb utama perselisithan tersebut, sebagaimana didokumentasikan olel Crouch
(2007) adalah mengenai isu kebebasan beragama vang akan dibnggar dengan pelembagaan
konservatisme agama dan persyaratan administratif vang memberatkan untuk mendapatlan
persetujuan resmi dan Pemerintah Daerah untuk membangun rumah  ibadat  Meski
kontroversial, Usulan Regulasi wvang “tidak memusskan” inl disahkan pada caggal 21 Maret
2006, serelah melakulan sebelas konsultasi dengan organisasi keagamaan yang mewakili
Katalik (EWI1), Protestan (PG, Esbam (MU}, Hindw {Parisada Hindu Dharma Indonesia /PHIN ],
dan Buddia [Wall Umat Buddha Indonesia/WALUETD (Daclay, 200461,

Fenelinan inl menvimpulkan bahwa PEM 2006 bersifat kentroversial dalam rumusan
kebifakannya, di mana terdapat dua nilal yang saling bertentangan secara fundamental, yaitu
“kerukunan beragama® versus "kebebasan beragama®, Pendlitian ini juga menunjukkan adanya
pola diskursif yang berulang vang terjadi dalam arena perdebatan SKE 1969 dan PEM 2006,
sepertl terlihat pada gagasan kerukunan dan kebebasan beragama vang terus mendominas]
perdebatan. Terakhir, pemerintah juga menganut gagasan kerukunan umat beragama untuk
mengatasi ketegangan antar umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen, dan PEM
2006 menggambarkan motif tersebut. Namun, PEM 2006 mendapat kecaman karena dianggap
berplhak kepada kelompok agama mayoritas, dalam hal inl [stam, karena bertajuan untuk
menentang Kristenlsast yang pada akhirmya justry mempersulit umat  keistiani untuk
membangun gerejr. Dengan kata lain peraturan tersebot berpihak pada mayortarianisme
Iz lam,

4.1, Pelembagaan Beban Ad ministratif

Berdasarkan historiegrali di atas, pemberlakuan peraturan pendirian rumah ibadat
wang kemudian menjadi beban sdministratif bagl umat beragama minoeritas selama kurang
kebih 55 tahun ter|adi akibat konflik Ideclogs dan akar rumpus antara Islam dan Kristen serta
keberpihakan pemerintah terhadap ide “kerubumean antarumat beragama” vang divsullkan oleh
kelompok Blam. Pemberfakoan beban ind terjadi karena masih adanya Becanigaom antar entitas
keagamaan, dalam kal ini Iskm dan Bristen, sekaligus keberpihakan negarm terhadap salah satu
entitas Eeagamaan tersebut, yait [slam, Penelitian ini berpendapat bahwa pemberialuan
beban administratil tersebut sebagal bentuk perilake vang dilandaskan pada perasaan
troumatis yang dilegltimasi oleh negara slidbat kenflik masa lalu. Konsekuenainwa, beban
adminlerratif dalam PEM 2006 memang perly ada dan terus ada Penelian il menyebur
fenomena tersebut sebagai “pelembagaan beban admindstratif”  {(estitetomaliEation of

adminiztratve bynder).
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Teorl beban administratif, Khusesnva mengenal aspel kesengajaan pengonstruksian
beban, membanty penelitt dalam menjelaskan fenomenz Ink SKB 1969 dibamgun karena
kondisi palitik paca saat i, yaiitu adanya konflik antaragama vang disebabkan oleh tekanan
kelompok agama mayoritas (Islam] terhadap kelompol agaoma minoritas [Kosten) akibat
semakin pesatnya pertumbuhan jumlah pemeluk agama Kristen, Negara kemudian mengambil
alih perdebatan dan konflik tersebut dengan memberikan beban administeatil kepada setiap
kelompok agama vang hendal membangun rumah ibadat, karens pendirian momah ibadatbaru
dianggap sebagi sumber konfiik PEM 2006 dapat diartikan sebagal kelanjutan beban
administratif tersebut dengan twjuan yvang sama, yvaitu deml ketertiban sosial anlammat
berapama sehingga dopat tercapal kehidupan yang hormonis [Ropt, 2017]).

Ealk SKE 1969 maupun PBM 2006 mendapat tentangan, khususnya dard umat kristianl,
karena adanya biaya kepatuban dan biaya psikologis vang barus mereka tanggung jika ingin
membangun rumah ibadat. Untuk memperoleh izin mendirikan rumah ibadat, entitas
keagamaan hanss memenuhi biava kepatuhan berupa pemenuhan syarat 20060, reliomendasi
tertulis darl Kepala Kantor Depag Kabupaten/Kots, dan rekomendasi tertulls dard FEUE
Kabupaten/Keta, Dalam pelaksanaannys, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai laporan riset
emplris oleh Kementerian Agama ([ryana, 2020; Muchtar & Naf', 2022). pemenahan hlaya
kepatuban Inl seringkall menghadapl kesulitan, muekal dart penolakan masyarakat sekitar lofast
rumah (hadat yang ingin dibangun hingga para birokrat yang tidak suportif dan korap.
Do paknya, entites keagamsan jugs hards menangguong biayva lainnya, vaitu biava psikelogs
sefama proses menanggung biaya kepatuban tersebut.

Sifat distributif dari beban administratif juga terlihat jelas dalam implementasi
kebijakan pendivian rumah ibadat inl. Behan administratif yang ditangoungkan kepada umat
beragama yvang ingin mendivikan rumah ibadat lebih "menguntungkan” bagl kelompok agama
mayoritas di wilayah tersebut Pasal 13 ayat 1 PEM 2006 menyataban bahwa pendirian rumah
thadat didasarkan pada kebutuhan penduduk setem pat dan persetujuan masyarakat setempat.
Hal ini membuka kemungkinan bahwa penentuan lavak atau ddaknya swato rumah ibadat &
swiety wilayah didasarkan pada suar mavoritas pendoduk setempat. Proses ini sedng menjadi
hambatan dalam pendirian rumah ibadat karena birokrat yang bertanggungjawab pada urusan
tersebwt kurang informatif dan koo pertif

Analisks Inl diperkuat dengan kajlan Setara Institwbe tahun 2010 vang menggambarkan
adanya sembilan lokus diskriminasi di dalam enam pagal PEM tahun 2006—Pazal 13 (1], 13
(3], 14, 17, 18,19, 20, 20 (3)—vang berdampak pada kelompok agama minoritas {Sairin, 2023,
him. 183-187). Diskriminasi tersebut berupa diskriminasi maksed /tjuan dan diskiminas
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altlbat Dishriminast maksudftajuan berhicara tentang rumusan kebijakan tertulls [letierfifk]
vang berujung pada eksklusl dan keruglian bagi kelompok agama minoritas, mizalnya ada
kuadifikas] “berdasarion [umbah penduduk®, Sementara i, diskriminas akibar merupakan
bentuk diskriminasi vang benar-benar ditemukan dan diperkirakan akan timbul dalam
ptlaksanaan peraturan tersebut, misalnya saja enam pasal di atas yang dinila mengakibatkan
sulitnya pendivian  rumah (hadat. Dengan demikian, dapat dikagakan bahwa beban
administratif vang ditanggungkan kepada entitas keagamaan dalam pendirian ramah ibadat
bersifat distributif negatif, yaitu menimbulkan bias terhadap kelom pok agama mayoritas, dan
mengancam Kelangsungan kehidugpan beragama kelempok minoritas.

Hal terakhir yang jugs menorik untuk didalami adalals bahwa beban administratif
pendirian rumah ibadar bersifat berlapis. Hal ini berart ontuk memenuhi beban adminiscratf
vang diberikan oleh negars, diperlukan pula memenshi "beban® lin yang diberikan oleh
masyarakat, sepertd dalam memenuhi persetujuan dar &0 masyarakat setempat. Fenomona
behan administrasi vang berlapis ind menarik untuk dikali lebil jaul melalul penefitian vang
bebih mendalam karena negara [(sebagal aktor primer] seolab-olah berkolaborasi dengan
masyarakat (aktor sekunder] untuk menanggungkan beban administratl yang lebih besar
terhadap entltas keagamaan yang dikenakan beban administratil. Beban adminlstratif inl
seringhall mengdi kendala yang digunakan sleh pemerintah untuk memainkan kebljakan.

Seluruh fenomena di atas membukiikan bahwa beban administratil dalam pendirvian
rumih ibadat teloh melembags di dadam kehidupan aotammat beragama: Tidak dapat
dimungkiri, beban administratif vang telah tedembaga sedomikian lama, yaitu 55 tahun sejak
5KR 1969 dan 18 tahun sejak PBM 2004, telah membentuk pola pikir masyarakat mengenai
“tata cara” penyelengpgaraan peribadatan di dalam konteks relasi soslal antamumat beragama,
Menariknya, terdapat relasi yang resiprokal antara beban administraulf sebagai suatu lembaga
dengan masyarakat yvang melembagakannya, yaltu beban admini stratif latir dan dibentuk oleh
masyarakat pada masa bmpau, pada akhimya beban administratif itu pula vang membentuk
masyarakat dalam konteks saat inl Sayangnya, pembentukan masyarakat akibar beban
administratif ini mengambil arabh negatil, dibuktikan dengan masih adanya penolakan
pembangunan rumah ibadat agama minoritas di daersh tertentu dengan dalib belum
terpenuhinya persyaratan kKhusus pada PEM 2006 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pelembagzan beban administragf memilikl dua makna di dalammya, yaitu bagaimana beban
tersebut terlembaga di dalam masyarakat [oVbentwk] dan bagaimana beban tersebut
melembagakan perilaku masyarakar [(membeanek].
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4. Simpulan
Berdasarkan hazil dan pembahasan di atas, dapat disimpualkan bahwa pelembagaan
bebsanm adminestraehl berupa persyaratan klosus & dalam Pasal 14 awat (2) PBER 2006
meripakan akibat perasaan traumatis yang dilegitimasi oleh negara akibat konflilk masa laka,
Bahkan, dapat dikatakan bahwa pelembagian beban administranf ity sendiri memupakan
ekspresi traumatis e sendivi, Lebib jaoh, peoelitian ol juga menemukan pator dari
pelembagaan beban administratif, vaitu adanya relasi resiprokal dibentuk-memben tuk antara
beban administratif dan entitas masyarakat. Relasi ini pungya peran penting dalam prosas
pendirian rumah ibadat. Secara praktis, penelltlan (ol merekomendasibkan agar upaya dialog
lintas iman yvang berkefanjutan di skar mamput perly difalukan untuk memulibkan efek
trasimatis tersebut. Tanpa hal tersebut, perubaban atas penyempuarnaan PEM 2006 sebagai
aturan tertulis tidak akan berdampak banvak dalam mencptakan kehidupan sosial vang

harmonis diakar ramput, khasusnya memyangkut perizinagn bagi rumah ibadat,
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